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PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGOARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REFALA DESA SIDOHARIO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat
(4] Permturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan  Masyarakat Desa, Pengesahan
Dokumen REP Desa dilakukan dengan penandatangan
Peraturmn Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa
Bl Dedeat T
il kan pertimbangan  we i
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Desa Sidoharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah
Dena Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Juwa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sragen
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Durrah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembarun
Negarn Republik Indonesin Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 2757,

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencannan  Pembangunan Nasional  (Lembaran
Negarm Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembarnn Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembarun Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Umerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5679);

5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sisterm Keusngan
untuk FPenanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 [Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistemn  Keuangan
[Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6515);

& Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang MNomar 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggarmn Pendapatan
dan Belanja Negara ([Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558
sebagnimana telah diubah beberapa lali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 37);

8. Peraturan Presiden Nomor 5% Tahun 2017 tentang
Pelnksanann Pencapainn  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negarm Republik Indonesia
Tahun 2017 Namor 136);

9 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
[Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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13

14

16

17

18

19,

20,

5694,

Peraturan Menten Dalam Neger Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negarm Republik
Indenesia Tahun 2016 Nomor 1037),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusvawaratan Desa [Berita
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Carn Evaluasi
Rancangan Peraturen Deernh Tentang Rencana
Pembangunan Jangks Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daernh, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Dasrah (Beritn Negarn Republik Indonesia Tahun 2017
Momar 1312);

Pernturan Menten Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
teniiang Tata Cam Kega Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);

Peratumn Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembagn
hemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Dess (Berita Negama
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem [nformasi Pemerintahan Dasrrah {Rerita
Negarn Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 1114},
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarnh Desa (Berita
Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan  Mentern Desa  Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa [Beritn Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 1633,
Pernturan Menten Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Priontas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
w Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor
Feraturan Daerah Provinal Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masvarakat dan
Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomaor 4);




21 Pernturan Bupati Smgen Nomor 72 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Dean Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72];

21 Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020
tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Deas
Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sidohane Tahun
2020 Nomor 04);

23 Peraturan Desa Sidoharje Nomor 12 Tahun 2020
tentang Aewenangan Desn Berdasarkan Hak Asal-usu
dan Lokal Beraskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo
Trhun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

FERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024,

BAB |
RETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

i D:ﬂ-dthhdmdmdnnmtluumldhﬂmt
dengan nama lain, selanjutnyn disebut Dena. adalah
kesatunn masyarakat hukum yvang memilili batas
wilaynh wvang berwenang untuk mengatur dan
MEAGUrUS  urusan  pemenntahan, kepentingan
masvarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/amau hak tradisional
vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerntahun
Negara Kesatuan Republik [ndonesia

4. Perdesaan adalah kawasan kerjn sama antar Dess

untuk pengembangan waahn, kegintan

4. Pembangunan Desa adalah upaya peninghkatan
hualitan hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarmyva
kemalkmuran masvarakat Dess,



10

11

12.

13

Pemberdavaan Masyarmkat Desa adalash  upava
mengembangkan kemandinian dan  kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetabuan,
sitkap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanisatkan sumber daya melalu
penctapan  kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuni dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masvarnkat Desa

Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimitiki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemenintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayvaan
Masyarakat Dean berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa

Femenntahan Desa adalah penvelenggarann urusan
pemerintaban dan kepentingan masvarakat setemnpat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesin.

Pemerintah Desa adalah kepaln Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibanty perangkat Desa
schagal unsur penvelenggarn Pemerintahan Desa

- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

disingkat BPD atau vang disebut dengan nama lain
adalah  lembaga vang melaksanakan  fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis,

Musvawarah Desa atau vang disebut dengan nama lain
adalah musvawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat vang disclenggarnkan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yvang
selanjutnya  disebut  Musrenbang Deas  adalah
musyawarah antarm BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat vang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa vang didanal oleh
anggaran pendapatan dan belanga Desa, swadaya
mansvarnkal Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten /kota.

Fernturan Desa adalah peraturan  perundang-
undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah
dibshas dan disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan  kegintan yang disclenggarakan  oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secam partisipatil guna pemanf@atan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
peningkatan  kualitess  hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan



14,

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapainn tujuan pembangunan
berkelanjutan.

15 Pendataan  Desa adalah  proses  penggalian,

16.

17,

18

19.

20,

21.

i

pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, vang memuat data objektil kewilayahan
dan kewargann Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didavagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Desa, masalah ckonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi  penyusunan  program dan  kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
linnya vang menggambarkan kondisi objektil Desa
dan masvarakat Dess

Sistem Informasi Desa adalah sstem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disedinkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilnkukan secarn
terpadu denigan mendayvagunakan fasilitas permnghkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber dava
manusa untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peninglatan efektivitas dan elisiens
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Dess.

Peta Jalan SDOs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SD0s Desa sampal dengan tahun 2030,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah  dokumen
perencanaan  kegiatan Pembangunan Desa untuk

Jangkn wakiu 6 (enam) tahun,

Rencana Kena Pemeriniah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dan
RPJM Desa untuk jangka wakty 1 {satu) tahun.
Daftar Usulan REP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
wanktu 1 [satu) tnhun vang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daesrah  kabupaten /kota
melalui  mekaniame perencanaan  pembangunan
daermh.

Anet Desa adalah barang milik Desa vang berasal dar
kekavaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran  pendapatan dan  belanjn Desa, atau
perolehan hak lain yang sah.

Fotensi Aset Desa adalah segala potensi Desa vang
meliputi sumber daya alam dan lngkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber dayn sosial dan
budava., sumber dava ekonomi, dan sumber dava
lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan /atay
diubah aleh Desa menjadi sumber dava pembangunan



24,

23,

48

30.

a1.

vang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,
dimanfaatkan, dan dipergunakan bagn kesejahteraan
bersama masvaraknt Desa

 Anggaran  Penclapatan dan  Belanja Deas  yang

selanjutnya disebut APH Desa adalabh  rencana
keuangan tahunan Pemerntahan Desa

Dana Desa adalah dana vang bersumber dan anggaran
pendapatan dan belanja negara vang diperuntukkan
bagi Desa vang ditransfer melalui  anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kots dan
digunakan untuk membiavai penvelenggaraan
Pemerintanhan Desa, pelaksanann Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masvarakat Dess.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan vang
diterima kabupaten / kota dalam anggaren pendapatan
dan belanja daerah kabupaten /kota setelah dikurang
dana alokasi khusus.

Lembagn Kemasyvarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalsh lembaga vang dibentuk oleh
masyarnkat sesual dengan kebutuhan dan merupakan
mitrn  Pemerintah  Desa dalam memberdayakan
masyaraknt Desa.

Lembaga Adst Desa adalah lembagn yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dar susunan asli Desa vang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa muasyamkat Dewa,
Pelaksana Kegintan npdalah pelaksana keglatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdin dan unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarnkatan Dess, dan unsur masyarakat.

Pendampingan Desa adalah upava meningkatian

kapasitas, efektivitnn, dan akuntabilitas pemerintalian
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Diean, pembentulinn dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa,
dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian
SDCGn Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masvarnkat Dean vang memiliki prakarsa dan/atau
yung dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan,

masyarnkat Desa,

Badan Usaha Millk Desa, vang selanjutnyva disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh
Desa dan/amu bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaathkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyvediakan jasa pelayanan,




dan/atau menyediakan jenis usaha lainnve untuk
kessjahternan masvarmkat Dean

Hhﬂlw
32 Pihak Ketiga ndalah lembaga swadaya masyarakat.

(n

perguruan Lnggl. organisasi kemasvarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanis
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsl, anggaran pendapatan dan belanjn daerah
kabupaten fkota, dan/atau APH Desa.

BAR (I
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan
sistematikin sebagni berilout:
BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Dasar Hulum.
1.3 Tujuan dan Manfaat.
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika.
BAB Il GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
4.2, Gambarman Umum Sosial Budaya,
4.3, Gambaran Umum Kemiskinan.
24, Gambaran Umum Ekonomi,
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB I : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1, Evaluasi Prlaksanaan Pembangunan
pada RKP Desa Tahun sebelumnva
3.2, Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa,
3.3 ldentifiknsi masalah  berdasarkan
RPJM Desa
14, ldentifikasi Masalah  Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara lain:
bencana alam, krisis politik, krinis
ekonomi dan atnu kerusahan sowsial
vang berkepanjangan.
3.5. ldenufikasi Maszalah
Prioritas  Kebijakan Pembangunan
Dnernh

BABIV @ RUMUSAN PRIORITAS PROCIEAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
4.1. Prioritas  Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun
Angearnn 2024,
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal




4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skals

Deaa

4.4. Prioritas  Program  dan  Kegiatan

Pembangunan Daetah Tahun
Anggaran 2024,

4.5. Kehijakan Keuangan Desn
HBABYV : PENUTUP

LAMPIRAN
1.

CRLES

12.

13,
14,

L5.
16.
17.
18,

19.
20,

21.

Berita Acara Musyvawarah Desa
Tentang Perencanaan Pembangunan
Tahunan,

Tata Tertib Musdes Perencanaan

Pembangunan Tahunan.

Laporan Kades Tentang RKP Desa
Tahun Berjalan.

Pokok Pikiran BPD.

Penvampaian Aspirasi Masyarakat.
Berita Acarm Musvawarah

Pembentulkan Tim Penyusun RKP Desa,
Notulen dan Daftar Hadir.

Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran
20249,

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
Duftar Rencana Program dan Kegiatan

Data dan informasi tentang rencana
peminayasan pembangunan Dess.
Daftar  Prioritas  Usulan  Rencana
Program dan /atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1 [samu)
tahun anggaran berikutnya,

Daftar Usulan Masyarakat Desa vang
Dipilah  Berdamarkan Tujuan SDOs
Denn.

Daftar Rencana Kena Sama Antar Deas.
Daftar Rencana Kerja Sama dengan
Pihak Ketiga,

g'.;:n?npn RKP Desa Tahun Anggaran
Eﬂv;l;mu pelaksanaan RKP Desa tahun
Gambar Desain Kegiatan.

Rencana Anggaran dan Biava (RAB).
Paftar Usulan RKP Desa Tahun 2025,
Berita  acarm hasil  penyusunan
rancangan RKP Desa,

Keputusan Kepala Desa tentang Panitia
Musrenbang Desa RKP Desa Tahun

Anggaran 2024



23 Tata tertib musrenbang Desa RKP
Desa.

23, Penyusunan Prioritas Program  dan
Kegiatan.

24, Beritn  Acara Musrenbang Desa RKP
Desa Tahun Anggaran 2024, Notulen

dan Daftar Hadir,
45, Keputusan BPD  tentang  panitia
musyawarah Diess tentang

pembahasan,  penyepakatan  dan
pengesahanan rancangan RKP Desa
Tahun Anggaran 2024,

26, Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun
Anggaran 2024 dan DU-RKF Desa
Tahun 2025,

27. Berita Acara Musyawarah Desa tentang
pembahasan,  penvepakatan  dan
pengesahinan  rancangan RKP Dess
Tahun Anggaran 2024, Notulen dan
Daftar Hadir.

28. Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran
2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025,

29. Peta Desa.

(2] Penjabaran sistematika RKP Dess Tahun Anggaran
2024 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tak terpisahkan dart Pernturan Desa ini,

Panal 3
RKP Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dan
pedoman  bagi  Pemerintahan  Desa, Lembags
hemasyarakatan Desa dan masvamkat  dalam
pelaksanann pembangunan Diess Tahun Anggaran 2024,

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, dilaksanakan secara tansparan,
partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana  kegistan
pembangunan dengan menyusun Rencana Kerga dan
Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran [DPA),
serta dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana Kegintan
dalam Forum Musvawarah Desa

Pasal 5
REP Desa dapat diubah dalam hal -
. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisia ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
vang berkepanjangan; atau




b. terdapat perubahan mendasar atas  kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinei, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan REKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BARB I
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1] Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2024
(2} Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
scpanjang mengenai teknis pelaksanaannya  dintur
lebib lanjut oleh Kepala Desa.

i Pasal B
turan Desa ini mulai berlaku pada tangeal
diundangkan.

Agar wctinp omng  mengetahul, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa. '

Diundangkan di | Dena Sidoharjo
Puda tanggal » 26 September 2023
1S DESA BIDOHARJO

SUCRYANTOD
LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR &
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PEMERINTAH DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

£ Punghna ~ Taenen W | Ok Sadohaeng BT 3 Seioharjy Suohers Sogen
Emad (s satiies pegearmad Telp OFTY SBSTEAD Mode Pos ST2E1

) :- E .!_P __t.h e N

Desa Sidohano, 27 Okdober 2023

141/ 154 1 X/ 2023 Kepada Yih

SBgErH Yth Bupat Sragen

1 [satu) bendel C.q Cammt Sidohanjo
' Parmohonan Evaluas Rancangan -

Perdes Tentang Rancangan =IROHARJO
AFPBDes TA 2024

Deéngan hormat, babwa Pamturan Bupali Sragen Pasal 41 ayat 3
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolsan Keuangan Desa
Bahwa Camal harus mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang
Rancangan APB Desa Sxiohario Kecamatan Sidohano Kabupaten Sragen

"untuk dievaluasi, Adapun kelengkapannya tesdin dar

NO | URAIAN B ' ADA | TIDAK |
I_ ADA

W p Y -
Form Lembar Evaluasi APB Desa TA 2024

1 1

2 I

"3 Poraiian Desa Tentang RPIMDes ||

a PﬁﬁmﬂﬂlerqﬂﬁFDunTAmﬂ T

| 5 |Rancangan Permturan Desa Tentang AFHI
Desa TA 2024

8 |III:-|:ul.'|.n.|n Musyawarah BPD Pembahasan i
 dan  Penyepakatan Rancangan Peraturan '
 Desa tentang APB Desa TA 2024 |

| 7 Rummumh"EuIme' N
| Penjabaran APB Desa TA 2024, besars

| lampirannya

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
| \oks! borskaie desa —

9 Peraluran Desa lentang Pembentukan Dana
Cadangan | W
B —

]




11 | Pecoiurp Dots tontng ponoiien UM Deny | |

Demikian permohonan il kami san dkan, saya ucapkan tenma kasih




EVALUAS] KOMPOSIEI RANCANGAN BELANJA APBDESA
FEMERINTAH DESA SIDOHARSID
TAHUN ANGGARAN 2024

BTATUS AFRDES : AWAL

5.1 |Belania Pegawa Al 67 0D, 45 11.977.280] 354 |
5.2 |Betanjs Barang dan Jasa TAT_30A. 400 34.814.400] 4.72183 T2 404 000] 95 3782
5.3 |Belanja Modal B84 SO0 DO ) 0 A4 5000 100
54 |Belanjs Tidak Terdugs !l6 523 O : 0 | 16535 000
Jumlah . 1 65T, O 6ird. T 14 400) 28 407 L8328 kT
Flatas Makwoma! Bays Operanional wdnlah 30% dan Toial Belargs Dess
01 Peayedisun Penghusilun Telap dan Tunjangsn Kepals Desa Rompaosisi Belanja Operasional 8 3%
b )43 Penyedisan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangiat Dewss
[ 105 Peryedisan Tunjamgan BIFD )
| -Oiperasional
1.1.06 Peryedisan e RKomposisi Belanja Non 7.7
Tim Evaluasi Rancangan APBDesa Tahun 2024
it : Paraf - Paraf
-r;. ". ;?f X
ama : O Cabyono, $.5TP., M. S Mama - Ary Widystmoks, 5.5TP Nama - T Wahyvuni, 8.H , M. 8¢
NiF : 19811228 200112 1 003 HIP 1970424 199711 | 001 NP 19651211 199003 2 008
Mama @ Ussisa Tagwn, BH., M.H Mama - RKardi

NIP 19830504 200503 1 002 NiF 19730700 200602 | DOS




— —_— e —— - = —
Ry crftitian unbuk eraliotos Kamosngen AP

Trvtml Biays ODprrasional telah sesudd peratuten, ek lebih dan 3

%, namun gy masch srmgpanakan aun berjelan | 2023)

[ Diverunkenn usmib Diserujul Bupail

7] Diermbaliun sntuk Deperbaiki Desa

1981 1228 200112 1 002







LEMBAR EVALUAS] RANCANGAN APEDESA

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KABUPATEN : BRAGEN
KECAMATAN ! SIDOHARID
DESA : SIDOHARIO
| Kesesualan
Alat Veriflkssi

No. Aspek dan Homponsn = Keterangan
i Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1, Apikal Semua Dokumen svaluam telah diterimas B = Cridint Kelenghnpan dokumen
I Perdes Permahonan dajukan tanggal 37

- Rancangan Eeitang -

1 Apakaly peeigajwan B -

13

|

Keputusun hasll Musyawarnh BPD
PFembahasan dan Penyepakatan
Rancargan Perdes No. 12/8PD-
SDH /X /302 tangie! 77 Oktober tahiun

20X tentang Runcangan APBDesa T A
S

Kesimpulan perlalan aspek Admmistrass dan Legalioan:
Dokumen administrasi telah memenubl persyamtan egalitas sdminmtras vang berlaku

a.

Aspek Kebijakan dan Btruktur APEDesa

2.1.

tmum

2.1

Apaksh mncangon Perdes tening Perubahan
APADess disusin berdasarknn BEEPDesa tahun

1

Dekumen Perdes No. 5 Tahun 2023
tanggnl 3% Sepiember H0ZT tentang RKP

{ berkennan Dena Tahaen 2024
12.1.2. | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesusi Lampran Rancangan Perkades No, 8
o mmpﬁhum = O | Tahun 2073 tentang Penjabaran

Peandapatan

231

enlmas| rasiomad el
Apakab pemchapn ian

Lamgiran Hancangun Perkades No 8
Tahun 2033 tentang Penjabaran
AFBDesa 2024




mmwhmmﬁ
dari DanaTranafer rasional dan realintin

2.3. Belanjs
231 Apakah belargs Desa yang ditetaphan dalam
Perubatan APEDesa paling banyak 30% Perkades No 8
withule 1. Sihap dan tunjangsn Tohun 3023 teniang Penjubarnn
Eades dan peranghat Desa, 2. Tunjnngen dan APBliena Mk4
Dperaaional BPO,
233 | Apakah penempatan pos Belanj telah seaual PSR R
peraturan perundang- urdangen yang berlaku Tahien 3007
per sumber anggaran dan relening R —
233 | Apakab semua begiatan Belanja Desa telal sesund Perdes No. 14 Tahun 2022 tanggal 17
Dena Desember 2002 entang Perutmban atas
S — Perdes No. 08 Tahun 2020 teniang
aftar Kewenangnn Desa Berdassroon
Hak Anal usul dan Kewenangan Lokal
Berakala Dean
134 | Apakah nda [hepatan yang dilsksanakan Dolumen Perdes No. 5 Tahun 2023
lebaih chard | (vt tahun angeeran. tarygial 26 September 2023 tentang RKP
Dend Taliun 2024
235 ada program keglatan yvang dilaksanakon Dokumen Perdes Na. 5 Tahun 27023
oleh Pihak ke 3 taryggal 2% Sepiember 2023 tenviang RKP
Desa Tahun 2024
T Apnkah ada program/ kegiatan vieng dissdlakan Prrkades No A
unfuk progrm PEKTD Tahun J02] tentang Penjaharan
APHDesa 2024
237 | Apaksh ada program kegaian vang disediaian Lamjiran Rancangan Perkades No. B
writuk progrue BLT- 00D Tahun 2023 tentang Penjalaran
APBDesa 20124
23R Apakab ada program / kegpatan vang disedinkan
untuk penanganan Covid- 149 Tal m!;rm_tl'd‘hhﬂuﬂ
* Desn Aman Covid-i9 APBDwesa 034
- Bemnia kegintan penanganan covid- 19

139,

Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2022
teriknng Tats Carn Pengsbskasian dan




2310

Permturnn Bupati No. 101 Tahun 2022
teprtnng Tain Cam Pengalokasian dan
Penggunann Alokasl Dans Desa taliun
2023

2311

Hancangsn Aggnran Belanin dan sesual

dibasiihan logs karens [ O | dengan indeks terbaru
tinghs! kemahalan dan geografis (standar hargs)
2.3.12. | Apmkah sctinp kegiatan menggunakan TPK =) 0 Rarcangan Anggaran Belanga Sebogian menggunakan TPK
2.4, Pembisyaan
14,1, Apakat penempalan pon pencrimasn pemblayaan
telah seaund dengan persturan perundang " | Siss lebih perhinengan anggamn Sidpa)
uminhgan yang bertalu
; i wrlah
242 | Apaimh Pmﬂﬂw a | Penyertaan modal BUMDess
vang beriaki
241 | Apakah terdapat pengeluaran pembiaynan lennye, Rancangan Prrkades No B

244,

ditetapkan dalam Peraturan Desa L o
Kepla Desa
FE R Apakah Penvertaan modal BLIMDesa telah =] B Peraturen Dess tentang BUMDes
dalamPeraturnn Desa.
746 | Apakah ada pos pengelunran pemblayaan untuk Prrkades No B
penyertnan modil peds BLUMDesa i 0 :lhm'ﬁﬂ:;;airltlum

4.4.T.

Apakah penvertasn modal pada BUMDesa telah
sesual dergan peraturan perundang undangan
dan ditetaplan melashui Peraturmn Dess dan

mermeenuhs il kelaynkon usaha.
24K | Pada pos penerunnan pembsayaan spakeh Prrkacies No. 8
ﬁ.ﬂﬂﬁuwﬂwm a | Tahun 2023 tentang Penjabaran
149 Apakah ada pow pengeluamn pembsayaan untuk Lamipéran Perknides No. 8

penyeriaan miodal pada HUMDesa




Kesimpulan Aspel Kebipahan dan Struktur APFDess.
I, Adn kegatsn yang teremntum dalam Perdes No 16 Tahun 2042 tentang Pembentukan Dana Cadangan tab IV pasal 4 namun belum dimpsckian dalam
pembluyanan yang semestinye di tnhun 2024 anggaran sebesar Rp 15 000 000, -

4, Beberaps sumber dans transfer belum dimasukioan
Muks periu sdanyas perbafion sebelum APHDesa ditrtapkan.

Ketua Tim Evabussi
Evaluasi dilakuken tanggal 16 November 2021
' Nama - DW] CARYOND, S 5TF., M50
miP 1981 13358 2013 1 D02

Hawmil Kvaluam
[ pireruskan antuk Disetajul Bupati

[E] pikembsabiicsn untuk Diperbalic Desa

Jabatan CAMAT SIOHARIO




PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO

AlmmatJL. Rays Sragen-Sols Km 5 Tip, (027 1] 892023 Kode Pos. 57281

KEPUTLUSAN CAMAT SIDOHAR.JIO
NOMOR:140/ /9 /038/2023

TENTANG
HASIL EVALUAS|I RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG

RANCANGAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELARJA DESA
TAHUN ANGOARAN 2024

CAMAT SIDOHARJO,

Membaca : Surat Kepala Desa Sidoharjo tanggal 27 Okwber 20323
Nomor:141/154/X/2023 perihal Permohonan Evaluasi
Rancangan Persturnn Dess teniang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Desa Tahun Anggarun 2024,

Menimbang : o bahws berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 47 Peraturan
Bupati Smgen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, Camat melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa Taraman (entang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjs Desa
Tahun Anggaran 2023;

. bahwa berdasarksn pertimbangan  scbagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kepunosan
Camat tentang Hasil Evalunsi Rancangan Persturan
Desa Tamaman tentang Perubahan  Anggarn
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,

Mengingt - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacmh-dasmmh  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4.2);

2 Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor S495),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah  (Lembaran Negara Republik




10.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bebernpa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedusatas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tawhun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 567T9);

Pernturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa scbagaimana teiah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentung Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Dess (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Pernturan Daernh Kabupaten Smgen Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tehun Anggaran 2023 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7);

Peruturan Bupati Sragen Nomaor 29 Tahun 2018 tentang
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Dess Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskaln Desa di Kabupaten
Srugen (Berite Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018
Nomor T2);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pernturnn Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturnn Bupati Sragen Nomor 74 Tahun
2020 Tentang Tatn Cara Pembagian, Penetapan Rinclan
Dana Desa setinp Desa Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2021;




Menctapkan -
: Hasil Evaluas: Rancangan Peraturan Dess Sidoharjo tentang

KESATU

11.

id.

13.

14.

15

16.

Peraturnn Bupati Srmgen Nomor 100 Tahun 2022
tentang Petunjuk Peloksanaan Dana Bagi Hasil Pejak
Daernh dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2023

Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022
tentang Taln Cara Pengalokasian Dan Penggunann
Alokasi Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 entang
Peojabaran Anggmmn Pendapatan dan Belanja Daeruh
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Pernturan Bupati Sragen Nomor 97
Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran
2023;

Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Pernturan Bupati Sragen Nomor 78
Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Tahun
Anggaran 2023,

Pematuman Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023,

MEMUTUSKAN:

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 scbagaimana tercantum dolam Lampiran
Keputusan Camat int

- Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar

segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum
KESATU paling lama 20 (dua puluh] hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evalunsi.




KETIGA

KEMPAT

: Penganggaran dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yvang ditetapkan dengan
Peraturan Desa tentang Pendapatan dan  Belanja Desa, sah
apabila memenuhi ketenfuan permturan  perundang-
undangan,

. Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetaplan di : Ssdohano
pada tanggal : 16 November 2023







KEFALA DESA SIDOMAR|G

KECAMATAN SID0OMHARJ
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHAR|D
NOMOR - = TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA {RPIM-DESA) TAHUN 2021 5/D

Mimimbang

TAHUN 2026
UENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARIO,

beitiws Feierintab less mETusna patmandan Fenhaagunan
sislad dengaEn wewendnganiys demgan mengace pada  pereacansan
pesmbanpusnan Kalupatrn

Mkt Perencanasn Pembunguhan Desa setagamana dimaksud puda
hurul 3 disunun wevara bevjangha melpull Rencana Fembangunan Jangia
Munengah Desy untul jasghn wakiy i | enami ) tubim

Bafima wirtiel weelshoamabin keleistian Paal & horal [a] Peratgran
Bupati Nomor %49 Tabmn 2008 tentang Potuajuk Tekns Perenconaan
Desa |u Pusal % Peratiran Desa Me | Tabun 20900 tentang: Wencana
Pombusgiin Janghs Yenengat Deas (WM Dews| maka pemeeintih
ilewa wdsil mirnyvesin Reldana Petibaisgummt [inghs Masjepgali [lies
tahwa Hencang Vembangunan (wighs Mesosgal s ot 4 b
pediman  dalam peayusunan Reocang Kerjs Pemecintin Desa dai

Anggaran oncbapatan dan lietan|s Uiesa,

. bahwa berdasariom portimbangan sebagaimana dimaksud dalim hurd

u, hurel b hured © dan hured 4. perfo meavtapkan Peratiran Deda



Myngingal
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tentang Nencana  Pembangunan langha Menengah Dess [RIM Do)
Taben 2031 a/d Tahun 2026,

Undang:-Undsng Nomoar 13 Tahus 1950 tentang Pembontiikan
Paerah - doerih Kabupaten Dalam Linghongan Propans: Diawa
Tengah (Lembaran Negars Hepublik Indonewa Tanun 1950
Komor 427;

Undang-Undang Nomos 25 Tabun 2004 tenitang  Sislemn
Pernncanaan Pembangunan Nasional { Lembaran Negars Riopriabeli
lndornesis Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lesbaran Negara
Republik Indonessa Nomor 4421

Undang-Undang & Tahun 2014 edang Uvsa  [Lembarsp
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Somuw 7, Tamiswhan
Lembaran Negara Republik [ndonesa Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang Pomenntahan
Dasrah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Namor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noamos
3587) sebagaimana telah diubah beberapa hali terakhir denpan
Undang: Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedus
Atas  Undang-Undang MNomer 23 Tabun 2014  tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Inslonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 testang Peratatan
Vriakuunaun Undung-Undang Nemor o Tahun 2014 wentang Dew
|Lembharan Negars Republik indonesi Tahun 2004 Nemor 121
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Somor 5539
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor
&7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan
Nomor 43 Tahun 2014 wentang Peraturan Pelaksanaan Undung
Undang Namor & Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negard Republik Indonesia Nomaor 5717,

Poraturan Pemerintah Nomoer 60 Tahun 2014 tentang Dana [iess
Vang Bersumber Dart Anggaran Pemdapatan  Dan Helanga
Megira |Lembaran Negara Republik Indonewa Tahun 2014
Mamor 168, Tambahan Lembaran Negars Wepublis indomes
homor 5558) sebagaimana wish diubah dengan Peraturin




Menetaphan

n

Pemarintal Nomor 22 Tahun 2015 wentang Perubahan Atas
Veraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Dess
Vang Berwumber Dari Anggacan Pendapatan Dan Belanga Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tabun 2015 Nomor B&
Tambahan Lembaran Negara Repuhlib Indonesis Nomar Shtd )
Peraturan Menter| Dalum Negen Nomaor 111 Tabun 2014 wntang
Pedoman Teknis Peraturan (1 Desa [Berta Nogars Republik
Imdanesia Tahin 2014 Nomor 2001

Feraturan Mentert Desa. PUT dan Tramsmigrasi Nomor 2 Tahui
2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekaniume Pengarnbilan
Reputusan Musyswarah Desa [Berita Negara Republik Indonesls
Tabun 2015 Nomaor 1599,

Foraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Taban 2006 Tentang

Kewerangan Dess (Berita Negars Regublih indonesa Tabun 20146
Misrnar 109%7).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noldl Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keusngan Desa [Berita Negora Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Ko. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman  Umum
Pembangunan dan Pemberdayasn Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 1261)

Darngan Persetujuan Bersarmg

BADAN PERMUSY AWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan
KEPALA DESA SIDOMAR|O

MEMUTUSKAN,

kan

PERATURAN DESA RENCANA PEMRANGUNAN IANGKA MENENGAH
DESA (RPIM-DESA} TAHUN 2021 $/D TAHUN 2026




HAR |
KETENTUAN UMUM

Paual |

Datam Peraturan Desa ink yang dimaksud dengan

in

11

14

iFawrah adatah Kabupaton Sragen

Femerintah Daersh adalah Bupats dan pesangia iLarrah sebagas whKur
penyelenggara pemeriotashan daerah

Bupan acalat Bupati Sragen

Pemerintah Dacrab sdalah Pemerintah Kabnijiaten Seagen
Hm.dﬂtm kerjp Camat sebager Meranghat Daersh
Kabupaten Sragen

Caanat adalah Peranghkat Davrabh yung mwmpunyas wilayah kerin o
tinghat Kecamutan duliam Kabaupatens Sragen

[resa adalah kesstuan masyarakat bukiam yang memilik hatas wiliapuh
Wikt Berwownang ntal ST Al mengues woman pemenintahuan,
kepantingan masyarahat setempat berdasarhan prakarss masyoarahat,
Mk asal wuil, dan/asten hak tradwianal yang deakin dan dibermail
disliin sistem pemerintihan Negars Kesatuin Bepublih Dndonesi,
Pemeriotahen Dess sdalab penyebenggaraan urawan pemerintshan dag
kepontingin masynrakal scldmpal  dalam  usten) et intalian
HNegirs Kesatian Ropuldik Indosesii

Femerintah Dvas adalab kepaln desa tau Vg disebiul detgin nama
ki dibamty  poremgial  dess selbagi e Pt v b gl
pemEitahan desd

Kepaln Down atis sebutan lain sdalah pesabat Pomerintuh Dyss yang
empun i sewenang, tugas dan bewdpiban untuk nenyelenggarakan
rumah targga Desanys dan melsksanasbkan tugas dar Peoyerindah dan
Pemermtah Daeral.

Perunghon Desa adalsh Seloretarin Desa, Peialoann Kewilayahan dun
Pelakeanan Tekns

Badan permasyawarstan Desa stalah lembaga yang melaksanab
hungsi pemerintahan yong anggotanys  merupaksn  wakil dar
pitniduduk Dewa berdasarkan keterwakian wilayah dan ditetapicn
secara demakratia

Lemtbge Kemasyardkatan Desa st doebit dengan nama bembaga
yang dibemtuk oleh masyarakat sesial dengan  kebotuban dan
mefupakan  mitrte pemermntah dess dolam  memberdayahkan
IR ket

Neweningan Dews udalah kewinangan jang dinilikl desa meliputi
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16,

i

L

n

i

howenangen berdasarkan hab axal v, kewsnangan iokal hervkals
dema kywenangas yang ditugmakan pemerentab, pemernintah daerad
propus. atsu pemerintah daeral sesas dengan ketontuan peratura)
perunilang undangan
Hmwmlmmmmmm;mnm
warisan yamg matih hidep dan prabarss, Desa atsi prokerss
iy kol Dnmuﬂupputmh-upu b b iy sy al
Kewenangan Lokal lerskaln Desa adalah kewenangan untubk mengati
dan mengurus kepentigan masysraket Dess yang belab dgalankan
mnuhmnmﬂhﬂdhﬂm-ndﬂmumm
muncyl karena prckembangan Desa dan prakar e musyo shat (e
Musywwarah  Dwsa  adalsh  muwswarsh  ontars (ledun
hrmmmhﬂ.mmmwmmhmq
dsnbrnggarakan oloh Badan Permusyawatutan Desa

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputs Peraturan Dess,
Peruturan Bersama Kepala Dews dan Peraturan Kepala Desg

Petaturan  Desn  adalah  peraturan Prrundang undangan  yang
ditwtapkan wleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepahan bersmma
Badan Vermusyswaratan Desa

Peratiran Kepals Desa sialah Peraturan yung ditetapkan obih Kepaba
Dvena dam baresifat tengatr

Fembangunan Dess adalsh upayw peninghatan Vs hidup dan
kehidugran uitisk sebesar-besarnys kesojabteraan masyarakat (e
Pummwnﬂman:mm
disslengrarahan oleh pemerintah Desa dengan metibatkan BP]1 dan
nUr masyarakot  secara partsipetl | gune  pemanfian  da
pengubibumian sumber days Desa dalam cangis mescapsl i
peeetvbamii nien Dena,

Pemhangunan  Partmipatil  sdaleh  waabi  sstem preti e dudian
prembangunan @i Dexa dan kowusan perdesaan vang dikon oo
atoh Hepala Desa dengan mengedepankan kebe mamaan. keloebuargaan,
dan kegutongroyongan  guna  mewujudhen | pengarssutsmaan
prribamakan an hvadslan sossal

Fengrigian Keadaon Desa adalab proses penggalion dan pengumpdsn
Aatd rurngensl keadasn Obyektd masyarahat, massioh, potens, dan
berhagsl infurmas) rerkal yong menggambaricn secers et dan
srnrRaEp knadise serta dinamika masyaraka Desa

Vata [leva adalsh gembaran meoyeloneh mongenol potensi yang
melipetl wwmber daya slam, sumboer days manussa, sember dima,
hebienimgaan, sarans prasarans fadk dan sosial Rearifan foesd dmy
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Musyawurali [Dusun  adolah  wadsh bersama  antar polai
mmﬂbﬂlﬂdmmﬂ1mmlmm“| dan
memilih delegass dusun ditinghat dosan
mﬂnmwummhhmmmmm
sisepakati serta e tmilib) bapasitas untus mewakili wemua ansur yang
ada ditinghast dusun.

Rencana Pembangunan |anghs Mesengal Desa yang selinjutiya
dinebat RIM Dena stalah sdalah Rencana Kegiatan Pembamunan
D antuk oghs waktu b |enam) Wi
mmmhmmmmhmmmmm
penjubarun dari RFIM D antuk joigha wakti | (sstu) tahun
IWMWFMMHMMWM#“HHM
bagrn dar NEKF Drsa wntul anghe waki [satis ) cahum yuarg ahan
diavelian  Femenintah Ovsa kopadas  Pemorimtah Dusinids ierkaliyg
Neehalsme peTeT ansan prohangunan Daerah

profram. kegisten dai pendsmpiigan yang sesusi dengai ssang
muaratah dan pricrtis ebutahan masyarabat des

Kawasan Perdesdon sdalab kawasan vang mempunyal kegiatan uramas
preftanan, terttasub peagelobian sumier daya alam dengan susunan
famgn hawanin seluapsl tempat (wrimukinn serdesaan, pedayanan s
prrmerintaban, pelovanan wenl dan gt vk

Wouangon [esd ecababl semi Nab i lewijiban Doy g gt
idEmitar dlengan wang serts sugala smustu Beougs uasy dan Barang yang
Berhalnitgan dengin prelaknansnn hak dan ki ibiis Dess

Anggaran V'endapaion dan Helsina Pesa yang selunjutnya disiighat
APR.Dwsy adolah rencama brwangal t@iunen pemerintaban  dess
yang dibahay dan disctujel bersama oleh pemeriiiah dess dan
ladan Peemuiyawirntan Dess dan dastagbun dengun  Petituran
v
MMMMHunﬂIﬂﬂmmlhﬂﬂhﬂmm
ﬂmﬂhhmmpiﬂmmhmdruhum;mﬂmnm
lainivya yuog sah



17 lkadan Usaba Milsk Desa, solanjutnys disebut BUM Do adalah badan
ssaha yang selurab st sobaguian besar modalaga dimiliki oleh Dess
imebalil penyertaan secara langsung vang berasal dan kekayaan Do
yang diplsabkan guna mengelols anet (e pelayenan dan asaha
Ly e wituk seliesad -besarmya Kesejahterain misyacikat dea

I Darmng Mibik Dess sdalah kekayuan milik desa berigs bacmng bergerik
iban Latwng Uida bergerak.

W [ana Dess adalah dans yang bersumber dar anggeran pencdapatan dan
betania negarn yang diperuntubian bagt Deis varg ddransder melalis
anggurun pendtapaten dan belanga deersh Kibugaten dan diguakas
untuk  membiayal  penyelmmggaraan  pemerintahar.  pelakssnann
prmbanguuan.  pembingan  Kemasyarakatan,  dan  premberdayaan
mayyarakat

40 Alphasi Dana Desa  welsnjuinys  disinghat ADD  sdalah  danu
perimbangan yang diterima doerah dalam Anggeran Peodapatan dan
ttitama Danvah setwlob dikarang Tana Alokas) Khasis

i lmﬂ}ﬂﬂ-ﬂlhilﬁlllmmrﬂurﬂlmmnﬂllhﬂilﬂlﬂgrml
mrlipus datal dasar keluarga, polemsi sember doys alam sumberidays
manunia, kelembagaan prosarona dan warena et oo minangan
birmrisdn dan perimasslshan yang dihadap i des

&1 Visl adalab Gambaran tentany Kondisi [deal Desa yang dinginkan

41 Misi adalah pernyataun tentang sesustiy yang harus dilaksanaban
selilngga Visl dapat terwujud secara alektil dan ofinen

BAH I
TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RP|M-DESA

Pasal 2

I Musypawarat Dess tentang pernacansan desd dengan ap@eoda
3 Preaysmgaian ¥ Mis Kepaio Dess teepibi,
h Fanslangan Fokiok - Fokok Piaran 100,
o Aspiraa dan ansar masyarakisl yang kudia
14 Pembinbskan Tim Peryusun BP|M Desa
14 Pesyilarasan arab kobipbkan poremcanaan pembangunan daerah
Wy Penghjan beadaan Desa yang dilukackans melabin tihagpion
A,  Pemetaan saet dan potens: aset des;

b, Perencannin, peagembahgan, pemellbarsan pelestanan aset dan
potens: st iesa




bepada masyarakut melalul media dan forum:forum pertemsian
desa;

BAB I
SESTEMATINA PENYUSUNAN RPIM Disa

Pasgl3

Reteana Pembangunan langka Menengah Dess Tahun 2021 5/l
Tahun 2026 dinusun dengan sistematiba sebag berikst
Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
Kata Pengantar
Dalar is
BABI  : PENDAHULUAN
L1 Latar Belakang
1.2 Landssan Hukum
LY Malksud dan Tujuan
14 Manfaat
HAB I GAMBARAN UMUM DESA
11 Sejarsh Desa
22 Prta dan Kondizi Unium Desa
23 Kelembagaan dan SOTK Deua
24 Dinarmibs Kanflik
25  Masalah dan Potens|
HAB 1l - PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN KPIM Desa
11 Musyawarah Perencanaan Dess
1.2 Fembentulkan Tim Penyusun RPIM Desa
L3 Penvelarasan Arah Kebijdluan
14 Peaghalian Keadaan Desa
L5 Penyusinan Rancangan RPIM Desa
Lt Musrenbang RPIM Dess
LY. Musyawarah Uesn pembahavan dan
penyepakatan RPM D
18 Muasyawarah BPD
19 Sossalinawm APIM Desa
HAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

HBABV | WIS), MISL DAN ARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN
[FESA




L3 Penyusunan Rancangan RPIM Desa
16 Muscenhang RPIM Desa
L7 Musyawarsh Diess pembahasan dan
prayepakatan RPIM Dews
LB  Musvawarah BPD
1.9 Sosislisasi RP)M Desa
HABIV  RUMISSAN PRIDIITAS MASALAH
HARH W WISL MISL DAN ARAH KEBIAKAN PEMBANGUNAN
DESA
Ll Visd
L2 Misi
L3 Arah Kebijkan Pembangunan Desy
BABY] PROGHAM KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN
BIDANG DAN SUB HIDANG
L1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
1.2 Bidany Pelaksanaan Pembangunan
L3, Hidang Pembinaan Kemayyaralan
14 Hidang Pemberdayaan Masyarakar
EAE VIl :INDIKATOR KINER]A
BAB VI : PENUTUP
LY Kesimpulan
1.2 Saran
Lampiran-Lampiran :
I Alur Tahapan dan Penrtapan Penyusunen RPIM Dena
2. 5K Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyvusiunan RPJM Dows
1 Pengiajlan Keadaan Desa
A Peta Souial Deva
b Malender Musim
¢ Duagram Kelembagaan
4 Laporan Hasil Penghajlan Xeadaan Dess
Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
Format daftar inventarisic potensi:
Format daftar inventarisir manalab
Format Daftar gagasan dusun/kelompok; dan
Format relap gagasan dusun /kelompok
5 Formulir Laporan Pemetaan Aset Desa
i Formulir Rancangan RPIM Desa

FARED T




Musyawarah  Dusun/kelompok,  Musyswarah  Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sostalisasi)

Pazal 4

Isi Rencana Pembangunan janghs Menengah Desa Tahun 2021 s/
Tahun 20%6 sehagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dess

ini merupakat satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahban dar)
Feraturan Desa im.

Panal 5

Hencana Prmbangunan janghs Menengah Dess Tahun 2021 £/d Tahys
2026 merupaban landasan dan pedoman bag Lembaga Pemerintuban
[esa  Lembage Kemasyarakatan Desa dan masyarakat  dalam
prlaksandan pembangunan Dexa.

Pasal &

Pelassanaan prmbangunan schagaimana dimabkewd dalam Pasal 5
ililabsanakan secara transparan, partisipatil dan shuntabel st
dipertanggungiawsbkan dalam Forum Musyawaraly Desa,

Pasal 7

(1) Kepals Dess dapat mengubah APJM Dexa dalam hal
8 terjad| peristiwa khusus, seperti bencana alam. krisis politic
s vkonomi,  dan/otab kerusuhan  sosial  yang
Ererbon ik jangian; atau
b terdapat perubshan mendasar atas kebljakan Pemerintah,
pemetintak dacrab provinsl, dan/atau pemenintah daerals
Kabupatan
[Z] Perubahan RPM Dess sebagaimana dimaksud pada avar (1)
aibdahas  dan disepakall  dalam  musyawsrah  erenscansan

pemibangunan Desa dan selaniutnya dititapkan dengan peratursn
Diesa.

BAR IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPIM-DESA




kabuspaten.
(2] Perubahan WP[M Desa sebagatnana dimaloud pada ayar (1),
dibahas dan  disepakati dalam  musyawarah perencanaan

pembangunan Dew dan selanjutnys ditetaplan deagan peraturan
Dsa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
FENETAPAN RP)M-DESA

Paragraf 1
Melanisme Musyawarah

Pasal i
4  Musyswarsh Desa  diselenpgarakan  secars partiipatif,
demokratis, transparan dan akuntabel dongan berdasarian
kepada hak dan kewajiban masyarakat.
b Hak masysrakat dalam penyelenggarsan Musyawarsh Dess
webagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. mendapatian informasi secara leagkap dan benar perihal hal-
hal bersilat strategis yang akan dibahas dalom Musyawarah
Diesa:

b mengawas kegiatan penyelenggarasn  Musyawarah Desa
maupun cndailanmur hasil kepotysan Musvaswarab Dees

¢ mendapathan periakuan sama dan adil bag unsur masyarshat
yang hadir sebagal peserta Musvawarah Dess;

d. mendapatkan kesempatas secara sama dan adil dalam
menyampaikin aspuasi, sardn. dan pendapat lisan  stau
tertulin secars beruanggung awab perthal hal-hal  yang
bersifat strategin seloma berlangsungnis Musyawarah Desa:

® menenma progavoman dan perlindungan dari gangguan,
ancaman dan tedanan silama berlangsungnya Musvawarah
Desa

. Kewajthan masyarakat dslam peyelengparaan Musyawirall Dess
sehagaimans dimaksud pada ayat (1] meliputi

a mindorong gerakan  swadaya gotong  royong  dalam
peyusunan kebiakan publik melalul Musyawarah Desa,

b memperviapkan dirt untuk berdaya dalam menyampaikan



Aspirasl, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yany
baervilat strategis.

« menderong  terciptanya  kegratam penyelenggaraan
Musyawarah Dess secara partivapatil, demokratis, transparan
dan akuntabel,

d  mendorong terciptanya situasi yang aman, nyarman, dan
tentrram selama proses brrlangsungnya Musyawarah Do,

v melaksanakan nilai-nibe  permusyawaratan, permulakatan
proses  hekeluargnan, dan  kegotong-royongan  dalem
pengambilan krputusan perihal kebijalun poblic

Paragral 2
Pengambilan Keputusan

Pasal 9

[¥] Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya
dilakulan demgan cata musyawarah untuk mufakat

=) Datam hal cars pengambilan keputusan sebagaimans dimaksud
pada avat (1) tidak terpenuhi, keputusan dismbil berdasarkan
wilari terbanyai

13} Mekanieme pengambilan keputusan sebagaimans &imalomd pada
ayat |1} dan ayat (2] sesusl dengan peraturan  purundang-
unilangan.

(4] Wil beputuran Musyawarah Doss sebagaimana dimalowsd pada
aydl (1) lam ayat (2] dituangkan dulsm Berita Acara yang
ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepakd
Drwsa dan salah secrang perwakilan peserta Musvawarah Desa

13} Berta acara sebagsimana dimalsud pads ayet [4) dibamgpirl
catatan tetup dan laporan singhat.

L6l Apabils Kitus Badan Permusyawarastan Dusas berhulangun sobhagi
punipinan Musyawarah Dess Berity Acara sebogaimana dimaksyd
pada ayat (4] ditandatangan olek pimpanan Musyawarah Desa

(71 Apabils Kepala Dena berhalangan hadir dilam Musyawirsh Dess,
Berits Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditandatangan:
aleh yang mewakill Kepala Desa yang ditunjck secars tertsls oleh
Kepala Desa,




Peraturan Desa ini mulal berlaku pada tanggal diuhdangkan,

Agar setiap orang mengetahul, memenntahlan  pengundangan
Feraturan Desa inl dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Sidoharo.
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